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BUPATJ BANYUASIN 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR 44 TAHUN 2023 

TENTANG 

ANALISIS STANDAR BELANJA 
TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASIN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 
Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tahun 2019 ten ta ng Pengelolaan 
Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4181); 

3. Un.dang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 
se bagaimana telah be berapa kali diu bah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6409); 

4 . Unda ng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba han Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggt1ng Jawab Keuanga n Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 
6856}; 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , 
Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

9. Peraturan Pemerin tah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keua ngan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan Lembaran 
Nega ra Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 lentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangt1nan Daera h (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintaha n (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
103. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 
229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6267); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta hun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pem erintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan atas Pera luran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6405); 

15. Peraturan Pemerincah Nomor 12 Tahun 2017 tenta ng 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinta han 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tamba ha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten.tang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones ia 6178); 

17. Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 
Pengelo laan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu n 2019 Nomor 4 2, Tarn bah a n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peratura n Pemerin tah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerinta han Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pcmerinlah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraluran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

20. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual pada Pem erinla han Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 
Tahun 2019 tenta ng Klasifikasi, Kodefikasi , dan Nomenklatur 
Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

2 1. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daera h , Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah lcnlang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daera h dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daera h, scrta Tata Cara Pe ruba han Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan J a ngka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daera h (Se rita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 
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22. Peraturan Men teri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tenta ng Pedom an Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Repu blik In donesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23 . Pera turan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra kyat 
Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Pedoman Penyusunan 
Perkiraa n Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (Serita Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nom or 9 ); 

24. Peratura n Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pemben tuka n da n Su sun a n Perangka t Daerah (Lembara n 
Daerah Ka bu paten Banyuasin Ta hun 2016 Nomor 18, 
Tambaha n Lem baran Daera h Tahun 2016 Nomor 063) 
sebagaiman a tela h diu bah dengan Pera turan Daerah Nomor 9 
Tahun 202 1 tentang Perubahan Ketiga ata s Peraturan Daerah 
Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangka t Daerah (Lembara n Daerah Kabupaten Banyuasin 
Tahun 2021 Nom or 9); 

25 . Peraturan Da erah Nomor 9 Ta hun 2022 ten tan g Pengelolaan 
Keu a ngan Daera h (Lem bara n Daerah Ka bupaten Banyua sin 
Ta hun 2022 Nomor 9, Tarnbahan Lembaran Daerah 
Ka bupaten Banyuasin Ta hu n 2022 Nomor 092). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG ANAU SIS STANDAR BELANJA 
TAHUN ANGGARAN 2024 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Bupati ini, yan g dim aksu d dengan : 
1. Kabupaten ada la h Ka bu paten Banyuasin. 
2 . Pemerinta h Kabu pa ten a da lah Pemerintah Ka bupaten 

Banyuasin. 
3. Bupa ti ada lah Bupati Banyu asin . 
4 . Sekreta ris Daera h adalah Sekreta ris Daerah Kabupa ten 

Banyu asin . 
5. Perangkat Daerah yan g se lanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Ba nyu asin . 

6. Dewan Perwakilan Ra kyat Daerah yan g sela njutnya disingkat 
DPRD a da lah Dewa n Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Banyuasin. 

7 . Anggaran Ber ba sis Kinerja adalah proses penyusunan 
an ggaran den gan m em perhatikan keterkaitan antara keluara n 
da n hasil, menguta ma ka n upaya p encapa ian h a sil kerja da n 
dampa.k a.tas alokasi belanja yang ditetapkan berdasarkan 
sasaran yang h endak dicapa i dalam satu tahun anggaran. 

8. An alis is Standar Bela nja selanjutnya dis ingkat ASB adalah 
s tandar yang digunakan untuk men ganalisa kewajaran harga 
atau biaya pa da progra m a.tau kegiatan yang dila ksanakan 
oleh Perangka t Daerah di Lingk'l.l.ngan Pem erinta h Kabupaten 
Banyua sin. 
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9. Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Kabupaten yang clitetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan 
Keuangan Da erah yang rnempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD clan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 

11. Prioritas clan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya 
disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan 
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat 
Daerah u ntuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyu sunan RKA-SKPD. 

12 . Program a dalah bentuk instrument penjabaran kebijakan 
da lam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 
dilaksanakan oleh PD dengan menggunakan sumber daya 
yang clisediakan unluk mencapai hasil yang terukur sesuai 
dengan misi PD. 

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran teru kur pada suatu program clan terdiri 
dari sekumpulan tinda.k.an pen gerahan sumber daya baik 
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal 
termasuk peralatan clan leknologi, dana , atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 
masukan (inpu~ untuk menghasilkan keluaran (output) 
da lam bentuk barang/jasa. 

14 . Kinerja ada l:=ih keluaran / hasil kegiatan /program yang akan 
a.tau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 
dengan kua n titas da n kua litas yang terukur. 

15. Perkiraan maju adalah perh itungan kebutuhan dana untuk 
tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang 
direnca nakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan 
yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. 

16. Sa.saran (target) adalah hasil yan g dihara pkan da ri suatu 
program a.tau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan . 

17. Keluar an (outpu~ ada lah barang a tau jasa yang dihasilkan 
oleh kegiatan yan g d ilaksana kan untuk m endukung 
pencapaian sasaran clan tuju an program da n kebijakan. 

18. Hasil (outcome) adala h segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluara n dari kegiatan-kegiatan dalam satu 
program. 

19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program dan kegiatan. SKPD serta rencan a 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang sela njutnya disingkat DPA-SKPD adalah 
dokumen yang memua t pendapatan, belanja. dan pembiayaan 
yang d igunakan sebaga i dasar pelaksanaan anggaran oleh 
Pengguna Anggara n. 

2 1. Ekualisasi kegia tan/ penyetaraan kegiatan adalah daftar 
pengelompokan kegia tan yang mempunyai ciri dan jenis yang 
sama a tau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana 
belanja. 
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22 . Tim Anggaran Pemerinlah Daerah yang selanjutnya disingka t 

TAPD aclala h tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati 
clan pimpinan oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tu gas 
menyiapkan serta melaksanakan Kebijakan Bupati dalam 
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari atas 
pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya 
sesuai dengan kebutuhan. 

PasaJ 2 

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah: 

a. keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, 
dan bertanggung jawab dengan m emperhatikan asas 
keaclilan, kepatutan, dan manfaat untuk m asyarakat; dan 

b. pengelolaan keuanga n daerah dilaksanakan dalam suatu 
sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang 
setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah . 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkan ASB ada lah: 

a. memberikan pedoma n dalam penyusunan clokumen 
perencanaan, PPAS dan RKA-SKPD/RKA-PPKD guna 
tercipta nya keseragaman penyusunan anggaran belanja serta 
penentuan anggara n berdasarkan tolak ukur kinerja yang 
jelas; 

b. sebagai ins trumen untuk penilaian kewajaran atas beban 
kerja dan biaya terhadap su atu kegiatan/aktivitas PD. 

Pasal4 

Ruang lingkup dan kriteria ASB meliputi: 

a. kewajaran belanja kegiatan; 

b. kewajaran alokasi objek belanja kegiatan; 

c. kewajaran proporsi obyek belanja kegiatan; 

d . sudah termasuk paja k-pajak, biaya pasang, keuntungan 
penyedia barang clan jasa yang berlaku sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-unclangan; 

e . bukan merupakan clasar dalam perhitungan kerugian 
Negara / Daerah sesua1 ketentuan Peraturan Perundang-

undangan; 

f. Besa ran harga yang ditetapkan dalam peratura n ini m engacu 
pada Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum 

Kabupaten ; 

g. Harga yang ditetapkan pada peraturan ini adalah batasan 
harga tertingggi dalam penyusunan RKA. 
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Pa sal 5 
( 1) Dalam Peraturan Bu pati Banyuasin ini terdapat jenis ASB 

yang disusun berdasarkan wilayah kecamatan yang disebut 
dengan Zona I, Zona II dan Zona III. 

(2) Zona I adalah meliputi Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan 
Tanjung Lago, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Suak 
Tapeh, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Banyuasin I, 
Kecamatan Betung, Kecamatan Sembawa dan Kecamatan 
Banyuasin III. 

{3) Zona II adalah meliputi Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan 
Air Salek, Kecamatan Pulau Rima.u, Kecamatan Muara Telang, 
Kecamatan Sum ber Marga Telang, Kecamatan Selat Penugukan 
dan Kecamatan Makarti Jaya. 

(4) Zona Ill adalah meliputi Kecamatan Muara Sugihan, 
Kecamata n Muara Padang, Kecamatan Ka rang Agung llir, 
Kecamatan Tungka l llir dan Kecamatan Rantau Bayur. 

BAB JI 
TATA CARA PENERAPAN 

ANALISIS STANDAR BELANJA 

Pasal6 

(1) ASB Kegiatan/Sub kegiatan PD di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Banyuasin tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahka n dari Peraturan Bupati 
lnl . 

{2) Setiap kegiatan yang m emiliki pola kegiatan dan bobot kerja 
yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana climaksud pada 
ayat ( 1) harus men gacu pada ASB. 

(3) Dalam hal jenis kegiatan yang sumber dari dana APBN dalam 
bentuk Dana Alokasi Khusus dan Dana Hibah yang 
regulasinya diatur secara khusus, mempedomani petunjuk 
teknis penggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan 
perundang-undan gan . 

(4) Kegiatan yang tidak memiliki pola dan atau bobot kerja yang 
sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), 
disusun berdasarkan atas kewajaran sesuai dengan beban 
kerja kegiatan serta berpedoman pada prinsip ekonomis, 
efisiensi clan efektif un tuk menghasilkan tingkat pelayanan 
tertentu dalam satu tahun anggaran. 

Pasal 7 

(1) Struktur ASB m eliputi: 
a. deskripsi; 
b . Pen gendalian Biaya (cost dirveI'); 
c . satua n pengendalian biaya tetap (rzxes cosrj ; 
d. satuan pengendalian biaya varia bel ( variable cost) 
e . Satuan pengendalian biaya campuran mix variabel (mix 

vaJ"ia bel cost); 
f. rumus perhitungan biaya total; dan/atau 
g. batasan alokasi rincian objek belanja. 

(2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari 
ASB yang bersangkutan. 
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(3) Pengendalian Biaya (cost drivetj sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 
besar kecilnya biaya dari satu kegiatan yang dilaksanakan. 

(4) Satuan Pengendalian Biaya Tetap (fixed cost) sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c adalah biaya yang nilainya 
tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah. 
Biaya tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan 
volume/ target kinerja suatu kegiatan. 

(5) Satuan Pengendalian Biaya Variabel ( variable cost) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah besarnya 
perubahan biaya untuk masing-masing kegiatan yang 
dipengaruhi oleh perubahan volume/target kinerja suatu 
kegiatan; 

(6) Satuan Pengendalian Biaya Campuran Variabel (mix variabel 
cost) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah 
besarnya perubahan biaya sesuai dengan volume 
pengendalian biaya u tama dan volume pengendalian biaya 
turunan, dan; 

(7) Rumus Perhitungan Biaya Total sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f m erupakan rumus dalam menghitung 
besarnya total biaya dari suatu kegiatan dan merupakan 
penjumlahan antara biaya tetap, biaya variabel dan biaya 
campuran variable. 

(8) Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf g berisikan rincian objek belanja yang 
diperoleh untuk dianggarkan pada PD untuk setiap 
kelompok/ grup kegiatan/ sub kegiatan yang mempunyai 
karakteristik yang sama. 

(9) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
disertai dengan persentase rata-rata dan persentase batas 
atas jumlah Rupiah dari total belanja yang diperbolehkan 
untuk dianggarkan setiap nnc1an belanja dari tiap 
kegiatan/ sub kegiatan. 

Pasal 8 

Penerapan ASB non fisik dan fisik sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 6 ayat (1) tercantum dalarn Lampiran I dan Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
1111. 

Pasal 9 

RKA-SKPD yang belum ada/belum diatur dengan ASB ini, 
sebaran obyek belanja dan besar total biaya. kegiatan tetap 
mengacu pada KUA-PPAS dan Standar Satuan Harga. 

Pasal 10 

Kegiatan atau Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam 
Lampiran Peraturan ini maka dapat menggunakan DPA Tahun 
Anggaran sebelumnya, e-katalog dan daftar harga resmi lainnya, 
sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dan peraturan yang 
berla.ku. 
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BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Bupa li ini mula i berlaku, Peraturan 
dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten 
yang berkaitan dengan /\SB, dinyatakan tetap berlaku sepanjang 
tidak ber tentangan dengan kctentuan dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

Pera turan Bupati ini mu lai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Aga r setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dcngan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Banyuasin . 

Oiundangka n di Pangkalan Bala i 
pa da tanggal 12 Juli 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUASIN , 

ERWIN IBRAHIM 

Ditetapkan di Pangkalan Balai 
pada langgal 12 Juli 2023 

BUPATI BANYUASIN, 

H. ASKOLANI 

SERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 

Dokumen m, telah dltandatangani secara elektromk yarig d1terblll<an oleh Balai Sertifikasl Elektronlk (BSrE). BSSN 


